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ABSTRAK 
Pengawasan merupakan salah satu bagian penting bagi industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan 
(manajemen) maupun oprasionalnya. Sistem pengawasan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 
40 Tahun 2014 dan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengenai 
pengawasan asuransi syariah sedikit berbeda dalam substansi hukum masing-masing pengaturan 
tersebut. Sehingga permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah perbandingan 
pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah 
(DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan asuransi syariah yang 
terdapat dalam Qanun LKS dan Undang-Undang Perasuransian. Metode penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute 
Approach) dan perbandingan (Comparative Approach). Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan 
mengumpulkan buku-buku, artikel, Undang-Undang dari berbagai sumber yang berkaitan dengan judul 
yang diteliti. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa DSA merupakan lembaga pengawas yang mewakili DSN 
di tingkat Aceh. Pada Qanun LKS lembaga pengawasan untuk penerapan prinsip syariah disebutkan 
secara jelas, sedangkan dalam Undang-Undang Perasuransian tidak menyebutkan secara tegas bahwa DPS 
merupakan lembaga pengawas pada asuransi syariah. Diharapkan kepada lembaga pengawas asuransi 
syariah seperti OJK, DSN, DSA, dan DPS untuk memberikan sanksi yang tegas untuk oknum pada LKS 
apabila didapati melanggar kepatuhan syariah yang bisa merugikan pihak tertanggung maupun 
penanggung dalam praktik berasuransi secara syariah. 
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ABSTRACT 
Supervision is one of the important parts of the Islamic finance industry in terms of management and 
operation. The supervision system contained in Law Number 40 of 2014 and Qanun Aceh Number 11 of 2018 
concerning Sharia Financial Institutions regarding the supervision of sharia insurance is slightly different in 
the legal substance of each of these arrangement. So that the problem that will be discussed in this study is 
the comparison of the supervision of the Aceh Sharia Council (DSA) in the Qanun LKS with the supervision of 
the Sharia Supervisory Board (DPS) in the Insurance Law, and how the principles of sharia insurance 
supervision contained in the Qanun LKS and the Insurance Law. The research method used in this study is 
normative juridical using the Statute Approach and Comparative Approach. The nature of this research is 
descriptive by collecting books, articles, laws from various sources related to the title being studied. The 
result of this study is that DSA is a supervisory institution that represents DSN at the Aceh level. In the Qanun 
LKS, the supervisory institution for the application of sharia principles is clearly mentioned, while in the 
Insurance Law it is not explicitly stated that DPS is a supervisory institution for sharia insurance. It is 
expected from sharia insurance supervisory institutions such as OJK, DSN, DSA, and DPS to provide strict 
sanctions for individuals in LKS if found to violate sharia compliance which can harm the insured or insurer 
in the practice of insurance according to sharia. 

Keywords: Supervision, Sharia Insurance, Qanun  

1. PENDAHULUAN 

 Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di tahun 1991 telah memberikan inspirasi 

kepada umat muslim tentang perlunya didirikannya asuransi syariah di Indonesia. 

Asuransi syariah (takaful) di Indonesia berkembang sangat pesat. Perkembangan yang 

pesat tersebut tidak lain karena mayoritas penduduk Indonesia adalah muslim, 

sehingga permintaan akan asuransi syariah tinggi. 1  Syariah Insurance (Asuransi 

Syariah) merupakan salah satu instrumen keuangan non bank yang dijadikan sebagai 

media bagi masyarakat dalam mengantisipasi risiko-risiko yang mungkin akan terjadi di 

masa yang akan datang. Asuransi syariah merupakan alternatif bagi masyarakat muslim, 

yang menganggap bahwa asuransi konvensional hukumnya haram. 

 Prinsip tolong menolong yang menjadi tujuan utama asuransi syariah 

merupakan implementasi dari Firman Allah SWT., dalam Al Qur’an surat Al-Maidah ayat 

2: “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan 

tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Peserta asuransi syariah saling 

tolong menolong dan melindungi melalui kontribusi ke Dana Tabarru.2 Dana tabarru 

adalah Kumpulan dana kebajikan dari uang kontribusi para peserta asuransi syariah 

                                                             

1 Dwi Irawati, “Prospek Da ln Talntalngaln Talfalkul Di Eral Malsyalralkalt Ekonomi Alsealn 
Meal” Segmen: Jurnall Malnaljemen daln Bisnis, Vol. 11, No. 3, 2015, hlm. 17. 

2 Hadi Daeng Mapuna, “Asuransi Jiwa Syariah: Konsep dan Sistem Operasionalnya”, Jurnal 
Al-Risalah, Vol. 19, No. 1, 2019, hlm. 160. 
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yang setuju untuk saling bantu apabila terjadi risiko diantara mereka. Dana ini 

kemudian dikelola sesuai prinsip syariah dan di bawah pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) untuk menghadapi risiko tertentu. Eksistensi asuransi syariah terus 

tumbuh dan menunjukkan kontribusinya di pasar asuransi Indonesia. Sebagai negara 

muslim terbesar, yang memiliki populasi 271 juta orang (Indonesia, Negara 

Berpenduduk Muslim Terbesar Dunia | Databooks 2016). Jumlah ini merupakan pasar 

potensial yang sangat besar untuk produk asuransi syariah. 3 

 Salah satu aspek hukum dalam industri keuangan syariah adalah regulasi 

kepatuhan syariah (sharia compliance). Kepatuhan syariah adalah bagian penting bagi 

industri keuangan syariah dalam segi pengelolaan (manajemen) maupun oprasionalnya. 

Hal itu didukung dengan mengharuskan keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) 

bagi setiap institusi keuangan berbasis syariah.  4 

 Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) adalah sebuah wadah alternatif di 

luar pengadilan (non-litigasi) di dalam penyelesaian sengketa atau perkara pada 

perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) lainnya.5 Keberadaan 

Basyarnas saat ini sangat dibutuhkan oleh umat Islam Indonesia, terlebih dengan 

semakin marak dan berkembangnya Perusahaan perbankan dan keuangan syariah di 

Indonesia dewasa ini. 

 Pada tingkat nasional, regulasi asuransi di Indonesia diatur oleh Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (selanjutnya disebut Undang-Undang 

Perasuransian). Sementara itu, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga 

Keuangan Syariah (selanjutnya disebut Qanun LKS), merupakan regulasi perasuransian 

khusus di Provinsi Aceh. Adanya perbedaan antara regulasi perasuransian tingkat 

nasional dengan Provinsi Aceh disebabkan adanya otonomi khusus Provinsi Aceh yang 

                                                             

3 Dinna Miftakhul Jannah, dan Lucky Nugroho, “Stra ltegi Meningkaltkaln Eksistensi Alsuralnsi 
Syalrialh Di Indonesial”, Jurnall Malneksi, Vol. 8, No. 1, 2019, hlm. 169-176. 

4 Lukman Nurhisam, “Kepaltuhaln Syalrialh (Shalrial Complialnce) dallalm Industri Keualngaln 
Syalrialh”, Jurnall Hukum Ius Quial Iustum, Vol. 23, No. 1, 2016, hlm. 77-96. 

5 Ephin Apriyandanu, “Kedudukan Basyarnas Dalam Penanganan Kepailitan Perbankan 
SyariahDitinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah”, 
Jurnal USM Law Review, 2019, Vol. 1, No. 1. 
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menjadikan provinsi ini memiliki kedudukan istimewa dalam konteks hukum di 

Indonesia. 6 

 Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan lembaga keuangan yang 

beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip syariah. Prinsip Syariah ini berbeda 

dengan prinsip lembaga keuangan konvensional. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

sebagai lembaga keuangan dengan prinsip syariah awalnya hadir sebagai pilihan 

sekaligus solusi bagi umat muslim agar terhindar dari praktik ribawi namun akhirnya 

juga dapat menjadi pilihan bagi selain umat muslim. 7  

 Kedua peraturan ini, yaitu Undang-Undang Perasuransian dan Qanun LKS, 

menciptakan dua kerangka hukum yang berbeda untuk mengawasi asuransi syariah di 

Indonesia. Hal ini menciptakan situasi yang menarik dan kompleks, yang memerlukan 

pemahaman yang lebih mendalam tentang pengaruh peraturan tersebut terhadap 

praktik asuransi syariah di Indonesia.  

 Dari pembahasan di atas, maka Peneliti terdorong untuk melaksanakan 

pengkajian yang berjudul “Analisis Perbandingan Pengawasan Asuransi Syariah dalam 

Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah dan Undang-

Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian” 

 

2. METODE PENELITIAN 

 Adapun persoalan yang nanti dikaji yakni perbandingan pengawasan Dewan 

Syariah Aceh (DSA) dalam Qanun LKS dengan pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

(DPS) dalam Undang-Undang Perasuransian, dan bagaimana prinsip pengawasan 

asuransi syariah yang terdapat dalam Qanun LKS dan prinsip pengawasan asuransi 

syariah yang terdapat dalam Undang-Undang Perasuransian. Jenis penelitian yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis 

Normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang meneliti berdasarkan bahan-

bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penelitian ini menggunakan metode 

                                                             

6 Alrisa Arispen, dan Dewi Rahmi, “Penga lruh Dalnal Otonomi Khusus daln Pendalpaltaln Alsli 
Daleralh terhaldalp Indeks Pembalngunaln Malnusial di Provinsi Alceh Talhun 2008-2020”, Jurnall 
Riset Ilmu Ekonomi daln Bisnis, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 75-81. 

7 Ibid. 
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pendekatan Undang-Undang (Statute Approach) dan perbandingan (Comparative 

Approach). 8 Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang 

menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal terkait dengan atau 

melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam 

bidang tertentu secara faktual dan cermat. Jenis data menggunakan bahan hukum 

primer berupa seluruh kebijakan peraturan perundang-undangan terkait, bahan hukum 

sekunder9 berupa buku-buku hukum dan jurnal hukum, dan bahan hukum tersier 

berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus Indonesia-Inggris, dan artikel online. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perbandingan Pengawasan Dewan Syariah Aceh (DSA) Dalam Qanun LKS 

Dengan Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Undang-Undang 

Perasuransian  

 Perngerrtian DSA berrdasarkan Qanurn LKS dalam Bab Kerternturan Urmurm Pasal 1 

angka 20 adalah derwan yang berrwernang merngaturr dan merngawasi pernerrapan Prinsip 

Syariah pada serlurrurh transaksi kerurangan yang dilakurkan LKS. Perngerrtian terrserburt 

surdah curkurp jerlas mernyatakan bahwa yang mermpurnyai furngsi perngaturran dan 

perngawasan pada LKS di tingkat Acerh adalah DSA. 

 Lahirnya DSA serbagai suratur lermbaga perngawasan, merrurpakan salah satur 

fasilitas Permerrintah Acerh agar sertiap lermbaga kerurangan yang berroperrasi di Provinsi 

Acerh tertap mernjalankan prinsip-prinsip syariah. DSA serbagai suratur lermbaga, 

berranggotakan 5 (lima) orang, yang terrdiri  dari 3 (tiga) orang anggota tertap dan 2 

(dura) orang serbagai anggota plerno erx-officio dari Bank Indonersia (BI) perrwakilan 

Banda Acerh dan Otoritas Jasa Kerurangan (OJK) Acerh. Kerlima anggota DSA ini akan 

berrtanggurng jawab kerpada DSN-MUrI merlaluri Gurberrnurr Acerh. 10 

 Perngawasan asurransi syariah olerh DSA merncakurp serjurmlah kerwernangan yang 

diberrikan olerh rergurlasi yang merngaturrnya. Serbagai suratur lermbaga, DSA dibernturk 

berrdasarkan Pasal 46 ayat (1) Qanurn LKS yang berrburnyi: “Urnturk kerperntingan 

                                                             

8 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, 2016, hlm. 22-24. 
9 Ibid. 
10 M. Shabri Abd. Majid, dkk., Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan Syariah Dalam 

Peningkatan Perekonomian Aceh Yang Bebas Riba, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2022, 
hlm. 94. 
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perngaturran, koordinasi dan perngawasan syariah ditingkat Acerh dibernturk DSA.” 

Serlanjurtnya Perraturran Gurberrnurr Acerh Nomor 56 Tahurn 2020 yang ditertapkan di Banda 

Acerh merrurpakan perraturran yang merlaksanakan kerternturan Pasal 46 ayat (3) dan Pasal 

47 ayat (4) pada Qanurn LKS.  

 Qanurn LKS pada Pasal 47 mernjerlaskan terntang werwernang DSA, diantaranya 

serbagai berrikurt: 

(1) DSA serbagaimana dimaksurd dalam Pasal 46 berrwernang: 
a. merngkoordinasi dan konsolidasi antar DPS pada sertiap LKS; 
b. merngkoordinasi dan konsolidasi antara DSA derngan DSK; 
c. merlakurkan perngawasan terrhadap purtursan DSN atas produrk dan 

transaksi LKS di Acerh; 
d. merngaturr dan merngawasi LKS lainnya yang berlurm mermiliki DPS sersurai 

derngan kerternturan perraturran perrurndang-urndangan; 
e. mernjadi pernghurburng antara LKS derngan permerrintah; 
f. merningkatkan koordinasi terrkait erdurkasi kerurangan syariah kerpada 

masyarakat; dan 
g. merlakurkan serrtifikasi DPS serterlah berrkoordinasi derngan Derwan Syariah 

Nasional Majerlis Urlama Indonersia.  
(2) Dalam merlakurkan kerwernangannya sersurai ayat (1) DSA perrlur 

mermperrtimbangkan rerkomerndasi Majerlis Perrmursyawaratan Urlama Acerh 
dan perraturran perrurndang-urndangan; 

(3) Dalam mernertapkan produrk dan/ataur transaksi kerurangan yang terrjadi 
perrberdaan perndapat dalam masyarakat, DSA wajib merlakurkan koordinasi 
lerbih lanjurt derngan DSN; 

(4) Kerternturan lerbih lanjurt merngernai DSA diaturr dalam Perraturran Gurberrnurr.  
 

 Serbagaimana pada Pasal 47 ayat (1) hurrurf a, antar anggota DSA berrsama-sama 

merlakurkan komurnikasi interrnal dalam bernturk diskursi. Hal ini dilakurkan gurna 

pernyursurnan rerncana serberlurm dilakurkannya rapat berrsama derngan DPS pada sertiap 

LKS. Diskursi interrnal dilakurkan serbagai bernturk antisipasi agar kersamaan dalam 

pernyampaian isi persan Qanurn LKS terrsampaikan derngan baik.11 

 DSA dalam kerwernangannya dapat merlakurkan serrtifikasi DPS serterlah 

berrkoordinasi derngan DSN-MUrI. Serhingga pada Pasal 47 ayat (1) hurrurf g, Pernerliti 

merngambil kersimpurlan bahwa sercara hierrarki kerdurdurkan DSA lerbih tinggi dari pada 

                                                             

11 Teti Septiana, “Model Komunikasi Dewan Syariah Aceh Terhadap Qanun Lembaga 
Keuangan Syariah di Kota Banda Aceh”, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam 
Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Skripsi, 2022, hlm. 46. 
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DPS. Serlanjurtnya diperrkurat jurga pada Pasal 9 ayat (1) hurrurf a dalam Perraturran 

Gurberrnurr Acerh terntang DSA, bahwa DSA jurga berrwernang merngawasi DPS sercara 

berrkala sertiap 6 (ernam) burlan serkali. 

 Dasar hurkurm dibernturknya DSA dan implermerntasinya dapat dilihat sersurai 

perrintah Allah yang terrturlis dalam Q.S. At-Taurbah 9:105, yang artinya: “Dan katakanlah, 

“Berkerrjalah kamur maka Allah akan merlihat perkerrjaanmur, bergitur jurga Rasurl-Nya dan 

orang-orang yang merngertahuri yang ghaib dan yang nyata, lalur diberrikan-Nya kerpada 

kamur apa yang terlat kamur kerrjakan.” 12  

 Merrurjurk pada surrat Kerpurtursan Derwan Syariah Nasional No. 3 Tahurn 2000, 

bahwa DPS adalah bagian dari LKS yang berrsangkurtan, yang pernermpatannya atas 

perrserturjuran DSN. DPS adalah suratur badan yang berrturgas merngawasi perlaksanaan fatwa 

DSN di LKS.13  

 Sercara hierrarki kerdurdurkan, mernurrurt Urndang-Urndang Perrasurransian pada Pasal 

8 ayat (2) hurrurf g, DPS merrurpakan suratur lermbaga inderperndern yang sertingkat derngan 

Derwan Komisaris. Serhingga, kerberradaan DPS dalam suratur Perrursahaan asurransi syariah 

wajib hurkurmnya. DPS berrturgas mermberrikan nasihat dan saran kerpada Direrksi serrta 

merngawasi kergiatan Perrserroan agar sersurai derngan prinsip syariah.14 Sernada derngan hal 

terrserburt, Perraturran Otoritas Jasa Kerurangan Nomor 43/POJK.05/2019 Terntang Tata 

Kerlola Perrursahaan Yang Baik Bagi Perrursahaan Perrasurransian jurga merngamanahkan 

bahwa Perrursahaan perrasurransian syariah wajib mermiliki 1 (satur) ataur lerbih DPS yang 

dinyatakan sercara jerlas di dalam Akta Notaris. 15  

 Serbagaimana terlah dijerlaskan bahwa sercara strurkturral perrursahaan, kerdurdurkan 

DPS serjajar derngan Komisaris serbagai organ urtama dalam serburah perrursahaan yang 

berrgerrak di bidang kerurangan syariah. Kerdurdurkan terrserburt mermberrikan hak kerpada DPS 

urnturk mermperrolerh informasi dari Direrksi merngernai Perrursahaan Asurransi Syariah, 

                                                             

12 Qur’an Kemenag, Terjemahan Qs.At-taubah 9 : 105 https://quran.kemenag.go.id/9 
diakses pada 6 Maret 2024. 

13 Irwan Misbach, “Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi 
Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia”, Jurnal Minds: Manajemen Ide dan Inspirasi, 
Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 79-93. 

14 Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 
2007, Pasal 109. 

15 Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, POJK Nomor 73/POJK.05/2016, Pasal 35.  
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Perrursahaan Rerasurransi Syariah, dan Perrursahaan Asurransi ataur Perrursahaan Rerasurransi 

yang mernyerlernggarakan serbagian ursahanya berrdasarkan Prinsip Syariah sercara lerngkap 

dan terpat waktur.16 DPS diberri werwernang urnturk merlakurkan surperrvisi ataur perngawasan 

dan merlihat sercara derkat aktivitas perrursahaan asurransi syariah agar lermbaga terrserburt 

sernantiasa merngikurti aturran dan prinsip-prinsip syariah. 

 Apabila tidak sersurai derngan Prinsip Syariah, DPS wajib merminta pernjerlasan 

kerpada anggota Direrksi atas kerbijakan anggota Direrksi yang tidak sersurai derngan Prinsip 

Syariah. Serlanjurtnya jika Direrksi mernolak hasil pernilaian DPS terrserburt, maka DPS wajib 

merlaporkan sercara lerngkap dan komprerhernsif kerpada Kerpala Erkserkurtif Perngawas 

Perrasurransian, Dana Pernsiurn, Lermbaga Permbiayaan dan Lermbaga Jasa Kerurangan 

Lainnya yang merrurpakan anggota Derwan Komisionerr OJK yang berrturgas mermimpin 

perlaksanaan perngawasan kergiatan lermbaga jasa kerurangan non-bank. Laporan terrserburt 

jurga ditermburskan kerpada Direrksi paling lama 7 (turjurh) hari kerrja serjak pernjerlasan 

anggota Direrksi diterrima olerh DPS.17 

 Serlanjurtnya, dalam Urndang-Urndang Perrasurransian, pernjerlasan merngernai DPS 

serbagai suratur lermbaga yang merngawasi perrursahaan asurransi syariah tidak diserburtkan. 

Perngaturran dan perngawasan yang terrturlis dalam perraturran terrserburt, baik bagi asurransi 

konvernsional maurpurn asurransi syariah sama-sama dibawah perngaturran dan 

perngawasan OJK. Serlanjurtnya, dalam Perraturran Otoritas Jasa Kerurangan Nomor 

43/POJK.05/2019 Terntang Tata Kerlola Perrursahaan Yang Baik Bagi Perrursahaan 

Perrasurransian, dimana perraturran terrserburt merrurpakan perlaksana kerternturan pada Pasal 

11 ayat (2) Urndang-Urndang Perrasurransian, mernyerburtkan bahwa DPS mermpurnyai turgas 

dan furngsi perngawasan terrhadap pernyerlernggaraan kergiatan ursaha perrasurransian agar 

sersurai derngan prinsip syariah.  

 Turgas wajib DPS adalah merlaksanakan perngawasan dan permberrian nasihat dan 

saran kerpada Direrksi agar kergiatan ursaha asurransi sersurai derngan prinsip syariah. DPS 

merlaksanakan perngawasan, permberrian nasihat dan saran terrhadap kergiatan 

perrursahaan asurransi syariah terrkait:  

                                                             

16 Pasal 40, Ibid. 
17 Pasal 45, Ibid.  
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a. perngerlolaan kerkayaan dan kerwajiban, baik dana tabarrur’, dana tanahurd, dana 

perrursahaan, maurpurn dana inverstasi perserrta;  

b.  produrk asurransi syariah yang dipasarkan; dan  

c.  praktik permasaran produrk asurransi syariah sersurai derngan prinsip syariah. 18 

 Perrbandingan perngawasan asurransi syariah yang dilakurkan olerh DSA dalam 

Qanurn LKS dan DPS dalam Urndang-Urndang Perrasurransian dapat dirincikan serbagai 

berrikurt: 

Tebel 1. Perrbandingan Perngawasan Asurransi Syariah Yang Dilakurkan Olerh DSA Dalam 

Qanurn LKS Dan DPS Dalam Urndang-Urndang Perrasurransian 

NO. PERBANDINGAN DSA DPS 

1. Rurang Lingkurp Berrdasarkan Qanurn LKS 

pada Pasal 46 ayat (1). 

Dalam di dalam Urndang-

Urndang Perrasurransian 

tidak ada diserburtkan 

sercara khursurs dalam Pasal 

pada Urndang-Urndang 

Perrasurransian bahwa DPS 

mernjadi lermbaga 

perngawas ursaha asurransi 

syariah. 

2. Hierrarki Kerdurdurkan Berrdasarkan Qanurn LKS 

pada Pasal 46 ayat (2). 

Berrdasarkan Urndang-

Urndang Perrasurransian 

Pasal 8 ayat (2) hurrurf g. 

3. Kerwernangan Kerwernangan DSA 

diserburtkan sercara jerlas 

pada Pasal 47 Qanurn LKS.  

Serdangkan kerwernangan 

DPS tidak diserburtkan di 

dalam Urndang-Urndang 

Perrasurransian.  

4. Keranggotaan Pada Pasal 46 ayat (5) dan 

(6) diserburtkan terntang 

keranggotaan DSA.  

Serdangkan keranggotaan 

DPS dalam Urndang-

Urndang Perrasurransian 

tidak diserburtkan 

darimana asalnya. 

 

                                                             

18 Republik Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Tata Kelola Perusahaan 
Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian, Op., Cit., Pasal 38. 
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 Rurang lingkurp kerwernangan DSA diserburtkan di dalam Qanurn LKS berrdasarkan 

Pasal 46 ayat (1). Sermerntara itur DPS di dalam Urndang-Urndang Perrasurransian tidak 

ada dijerlaskan. Hal ini mernjadikan perngawasan asurransi syariah olerh DPS tidak 

sercara khursurs dijerlaskan.  

 Mernurrurt Pernerliti Urndang-Urndang Perrasurransian serharursnya bisa 

merngakomodir kerburturhan akan perngaturran dalam hal perngawasan sercara lerngkap. 

Karerna kernyataannya perngaturran asurransi syariah masih di dalam satur Urndang-

Urndang dan tidak dipisah terrserndiri dalam Urndang-Urndang khursurs. Walaurpurn dalam 

implermerntasinya asurransi syariah masih merndapat pijakan hurkurm dari fatwa DSN-

MUrI.  

 Perngaturran asurransi syariah yang masih dijadikan satur derngan asurransi 

konvernsional di dalam Urndang-Urndang Perrasurransian, mernyerbabkan perrkermbangan 

asurransi syariah mernjadi lerbih lambat dari pada asurransi konvernsional.19 Berrberda 

derngan perrkermbangan perrbankan syariah saat ini yang merngalami perrkermbangan 

yang sangat signifikan, hal ini diserbabkan derngan adanya dasar hurkurm yang mernjadi 

aturrannya. 20 Urndang-Urndang Nomor 21 Tahurn 2008 terntang Perrbankan Syariah di 

Indonersia merrurpakan pijakan hurkurm yang sercara khsursurs diburat urnturk perngaturran 

perrbankan syariah di Indonersia.  

  Sermerntara itur berrdasarkan kerwernangan, perngawasan olerh DSA diserburt di 

dalam Qanurn derngan curkurp jerlas pada Pasal 47. Dan kerternturan lerbih lanjurt merngernai 

perngawasan olerh DSA serlanjurtnya diaturr di dalam Perraturran Gurberrnurr Acerh terntang 

DSA. Serdangkan kerwernangan DPS di dalam Urndang-Urndang Perrasurransian tidak 

dijerlaskan. Serbagai salah satur sisterm asurransi nasional, serharursnya asurransi syariah 

mermerrlurkan berrbagai sarana perndurkurng agar dapat mermberrikan kontribursi yang 

maksimurm bagi perngermbangan erkonomi maksimurm. Salah satur sarana perndurkurng 

urtamanya adalah adanya perngaturran yang mermadai dan sersurai derngan karakterristik 

                                                             

19 Yonawan Ratna, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Luthfiyah Trini Hastuti, “Gagasan 
Pembentukan Undang-Undang Khusus Asuransi Syariah”, Jurnal of Law, Society, and Islamic 
Civilization, Vol. 4, No. 2, 2016, hlm. 116. 

20 Cut Nela Ulfira, Faisal, dan Sulaiman, “Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Setelah 
Konversi dari Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI)”, Jurnal Ilmu Hukum 
Reusam, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 163. 
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asurransi syariah yakni derngan dibernturknya urndang-urndang khursurs asurransi 

syariah.21 

 

B. Prinsip Pengawasan Asuransi Syariah Yang Terdapat Dalam Qanun LKS dan 

Undang-Undang Perasuransian 

 Perngawasan Asurransi syariah jika dilihat berrdasarkan Qanurn LKS Bab VI, diawasi 

olerh DPS, DSA, dan DSK di tingkat Kaburpatern/Kota. Lermbaga perngawasan yang 

diserburtkan mermpurnyai pernjerlasan terrkait turgasnya masing-masing. Berrdasarkan Pasal 

60 ayat (1) Qanurn LKS mernyerburtkan bahwa furngsi permbinaan, perngaturran, dan 

perngawasan LKS dilakurkan olerh OJK dan/ataur lermbaga lainnya sersurai kerternturan 

perraturran perrurndang-urndangan.  

 Sertiap LKS yang merlakurkan kergiatan ursaha di Acerh, wajib mermiliki DPS serbagai 

perngawas LKS itur serndiri. DPS dalam mernjalankan turgasnya, diangkat olerh rapat urmurm 

permergang saham atas rerkomerndasi Majerlis Urlama Indoneria. Berrdasarkan Pasal 47 ayat 

(1) hurrurf d Qanurn LKS, dan Pasal 8 hurrurf f pada Perraturran Gurberrnurr Acerh terntang DSA, 

DSA dapat mermberrikan rerkomerndasi bagi calon DPS pada LKS yang berlurm mermiliki 

DPS.  

 Pada sisterm perngawasan LKS di Acerh agar tidak ada pernyimpangan prinsip 

syariah, DSA, DSK, dan DPS berrsama-sama mermiliki andil yang berrberda dan saling 

merlerngkapi satur sama lain. Qanurn LKS mernyerburtkan bahwa DSA, DSK, dan DPS 

merrurpakan lermbaga perngawas prinsip syariah yang turgasnya diserburtkan di dalam 

Qanurn LKS. Berrdasarkan kertiga lermbaga terrserburt, salah satur lermbaga terrtingginya 

adalah DSA, hal ini dapat diburktikan pada Qanurn LKS Pasal 46 ayat (1), dimana rurang 

lingkurp bagi DSA yaitur ditingkat Acerh.  

 Serlanjurtnya pada tingkat kaburpatern/kota, DSK mermiliki turgas dan perran yang 

sama derngan DSA. DSK merrurpakan perrwakilan DSN di tingkat kaburpatern/kota, 

derngan perngaturrannya yang lerbih lanjurt diaturr olerh perraturran Burpati/Walikota. 

Perngawasan asurransi syariah mernurrurt Qanurn LKS pada Bab VI Pasal 44 mernyatakan 

bahwa:  

                                                             

21 Yonawan Ratna, Diana Tantri Cahyaningsih, dan Luthfiyah Trini Hastuti, Op., Cit., hlm. 
116. 
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(1) Urnturk merlakurkan kergiatan ursaha berrdasarkan prinsip syariah, LKS wajib 
mermbernturk DPS. 

(2) DPS diangkat olerh rapat urmurm permergang saham atas rerkomerndasi Majerlis 
Urlama Indonersia. 

Serlanjurtnya dalam Pasal 45 diserburtkan bahwa: 
(1) DPS berrturgas merngawasi dan mermberri tergurran dan saran kerpada direrksi ataur 

perngurrurs sersurai derngan Prinsip Syariah.  
(2) Kerternturan lerbih lanjurt merngernai turgas dan furngsi DPS serbagaimana dimaksurd 

pada ayat (1) dilakurkan sersurai kerternturan perraturran perrurndang-urndangan.  
 

 Isi pasal terrserburt mernyatakan erksisternsi DPS serbagai lermbaga perngawas di Acerh 

wajib adanya. DPS dalam hal perngawasan berrturgas merngawasi, mermberrikan tergurran 

serrta saran kerpada LKS sercara lerbih derkat. Maksurdnya lerbih derkat ialah karerna 

kerdurdurkan DPS di dalam LKS sertara derngan derwan komisaris. 

Salah satur surbstansi dalam Urndang-Urndang Perrasurransian yaitur Pasal 57 merngernai 

Perngaturran dan Perngawasan. Perngaturran dan perngawasan pada Urndang-Urndang 

Perrasurransian, dijerlaskan dalam Bab XIII Pasal 57, yang mernyatakan bahwa: 22 

(1) Perngaturran dan perngawasan kergiatan ursaha Perrasurransian dilakurkan olerh 

Otoritas Jasa Kerurangan. 

(2) Mernterri mernertapkan kerbijakan urmurm dalam rangka perngermbangan 

permanfaatan asurransi dan rerasurransi urnturk merndurkurng perrerkonomian nasional.  

 Dalam indurstri asurransi syariah, OJK bisa dianggap serbagai lermbaga hisbah. OJK 

berrfurngsi serbagai lermbaga yang merngaturr dan merngawasi bidang pasal modal dan 

Indurstri Kerurangan Non Bank (IKNB) yang dialihkan dari Baperpam-LK Kermernterrian 

Kerurangan kerpada OJK serjak 31 Dersermberr 2012. Visi OJK adalah mernjadi lermbaga 

perngawas indurstri jasa kerurangan yang terrperrcaya, merlindurngi kerperntingan konsurmern 

dan masyarakat, dan mampur merwurjurdkan indurstri jasa kerurangan mernjadi pilar 

perrerkonomian nasional yang berrdaya saing global serrta dapat mermajurkan 

kerserjahterraan urmurm. 23 

 Sama halnya derngan Qanurn LKS, dalam Urndang-Urndang Perrasurransian furngsi 

perngaturran dan perngawasan jurga dilaksanakan olerh OJK. Namurn yang mermberdakan 

                                                             

22 Ibid., Pasal 57. 
23 Bambang Dwi Handoko, dan Achmad Firdaus, “Solusi atas Permasalahan Pengawasan 

dan Penagihan Outstanding Premi Asuransi Syariah di Indonesia”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis 
Islam, Vol. 5, No. 2, 2020, hlm. 89-107. 
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adalah pada lermbaga perngawas dalam asurransi syariah. Urndang-Urndang Perrasurransian 

tidak mernjerlaskan sercara khursurs serperrti apa perngawasan yang dilakurkan olerh DPS 

dalam hal ini serbagai lermbaga perngawas yang merngawasi prinsip syariah pada asurransi 

syariah.  

 Perrbandingan perngawasan asurransi syariah yang terrdapat dalam Qanurn LKS dan 

Urndang-Urndang Perrasurransian dapat disimpurlkan serbagai berrikurt: 

 Tabel 2. Perrbandingan Perngawasan Asurransi Syariah Yang Terrdapat Dalam 

Qanurn LKS Dan Urndang-Urndang Perrasurransian 

NO. PRINSIP PENGAWASAN 

ASURANSI SYARIAH 

QANUN LKS UNDANG-UNDANG 

PERASURANSIAN 

  1. Dasar hurkurm Qanurn Acerh Nomor 11 

Tahurn 2018 terntang 

Lermbaga Kerurangan 

Syariah. 

Urndang-Urndang Nomor 40 

Tahurn 2014 terntang 

Perrasurransian. 

2. Hierrarki Perraturran 

Perrurndang-Urndangan 

Berrdasarkan Urndang-

Urndang Nomor 12 

Tahurn 2011 terntang 

Permbernturkan 

Perraturran Perrurndang-

Urndangan, bahwa 

Qanurn LKS merrurpakan 

perraturran yang 

sertingkat derngan 

Perraturran Daerrah 

Provinsi (Perrda), yang 

dalam hierrarki 

perraturran perrurndang-

urndangan di Indonersia 

berrada pada urrurtan ker-

6. 

Berrdasarkan Urndang-

Urndang Nomor 12 Tahurn 

2011 terntang Permbernturkan 

Perraturran Perrurndang-

Urndangan, bahwa Urndang-

Urndang Perrasurransian yang 

dalam hierrarki perraturran 

perrurndang-urndangan di 

Indonersia berrada pada 

urrurtan ker-3. Maka sercara 

kerdurdurkan Urndang-Urndang 

Perrasurransian lerbih tinggi 

dari pada Qanurn LKS.  

3. Surbstansi Hurkurm Sersurai yang terrmakturb 

pada Pasal (1) dan (2), 

Qanurn LKS, maka jerlas 

adanya bahwa serlurrurh 

Urndang-Urndang 

Perrasurransian sercara tergas 

merngaturr kerberradaan 

asurransi syariah 
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lermbaga kerurangan 

syariah di Acerh 

berroperrasi dan 

mernggurnakan akad 

berrdasarkan prinsip 

syariah.  

berrdampingan derngan 

asurransi konvernsional.  

4. Perngaturran dan 

Perngawasan  

Pada BAB IX Pasal 60 

Qanurn LKS, diserburtkan 

bahwa permbinaan, 

perngaturran, dan 

perngawasan LKS 

dilakurkan olerh Otoritas 

Jasa Kerurangan (OJK) 

dan/ataur Lermbaga 

lainnya sersurai 

kerternturan perraturran 

perrurndang-urndangan. 

Pada BAB XIII Pasal 57 

diserburtkan bahwa 

perngaturran dan perngawasan 

kergiatan ursaha 

perrasurransian dilakurkan 

olerh Otoritas Jasa Kerurangan 

(OJK). Serlanjurtnya pada 

Pasal 59 diserburtkan bahwa, 

OJK dapat mernurgaskan 

pihak terrterntur dan atas 

nama OJK urnturk 

merlaksanakan serbagian dari 

furngsi perngaturran dan 

perngawasan.  

 

 Dasar hurkurm yang merngaturr terntang erksisternsi asurransi syariah di Indonersia 

yaitur Qanurn Acerh Nomor 11 Tahurn 2018 terntang Lermbaga Kerurangan Syariah, dan 

Urndang-Urndang Nomor 40 Tahurn 2014 terntang Perrasurransian. Kerdura payurng hurkurm 

terrserburt masing-masing mermiliki ranahnya serndiri, Qanurn LKS rurang lingkurpnya di 

Provinsi Acerh, serdangkan Urndang-Urndang Perrasurransian rurang lingkurpnya di Indonersia 

serlurrurhnya.  

 Hierrarki kerdurdurkan Qanurn LKS yaitur sertara derngan Perraturran Daerrah Provinsi, 

serhingga Urndang-Urndang Perrasurransian kerdurdurkannya lerbih tinggi karerna berrada pada 

urrurtan ker-3 dalam hierrarki perraturran perrurndang-urndangan di Indonersia. Sermerntara itur 

surbstansi dari kerdura perngaturran terrserburt tidaklah sama dalam merngawasi ursaha 

asurransi syariah.  

 Qanurn LKS sercara jerlas mernyerburtkan erksisternsi dan werwernang bahwa DPS 

merrurpakan lermbaga perngawas pada tiap LKS yang berrada di Acerh. Serlanjurtnya disursurl 
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olerh lermbaga lainnya yaitur DSA urnturk tingkat Provinsi dan DSK urnturk tingkat 

kaburpatern/kota. Serdangkan urnturk Urndang-Urndang Perrasurransian tidak mernyerburtkan 

sercara tergas bahwa DPS merrurpakan lermbaga perngawas yang berrhak dan berrwernang 

dalam merngawasi ursaha asurransi syariah di Indonersia.  

 

4. KESIMPULAN  

 Berrdasarkan pada permbahasan yang terlah dijerlaskan serberlurmnya, maka dapat 

diambil kersimpurlan bahwa perngawasan asurransi syariah di Provinsi Acerh dilakurkan 

olerh DSA yang merrurpakan perrwakilan DSN-MUrI di pursat, dan dibernturk olerh permerrintah 

Acerh. DSA merrurpakan lermbaga yang merwakili DSN-MUrI di Provinsi Acerh, derngan turgas 

dan furngsi yang sama derngan DSN-MUrI yaitur merlakurkan perngawasan pernerrapan fatwa 

merlaluri DPS. Sermerntara itur, DPS merrurpakan lermbaga yang merlakurkan perngawasan 

terrhadap LKS, baik LKS yang berrada di Acerh maurpurn LKS yang berrada di lurar Acerh, 

serrta yang akan merreralisasikan fatwa-fatwa yang terlah dipurturskan olerh DSN-MUrI. 

Perngaturran perngawasan yang ada pada Qanurn Acerh mernyatakan derngan jerlas bahwa 

DPS, DSA, DSK, dan OJK merrurpakan lermbaga yang merngawasi LKS di Provinsi Acerh. 

Serlain itur, di dalam Qanurn LKS jurga mernjerlaskan kerwernangan dari masing-masing 

lermbaga terrkait yang berrturgas merngawasi kergiatan operrasional LKS yang mernjalankan 

kergiatan ursaha di Provinsi Acerh.  Serdangkan perngaturran perngawasan asurransi syariah 

yang ada pada Urndang-Urndang Perrasurransian tidak ada mernyatakan bahwa DPS 

merrurpakan salah satur lermbaga yang merngawasi pernerrapan prinsip syariah pada ursaha 

asurransi syariah. Urndang-Urndang Perrasurransian hanya mernyatakan bahwa perlaksanaan 

furngsi perngaturran dan perngawasan dilakurkan olerh OJK. Adanya Perraturran Otoritas Jasa 

Kerurangan Nomor 43/POJK.05/2019 terntang Tata Kerlola Perrursahaan Yang Baik Bagi 

Perrursahaan Perrasurransian, berrarti bahwa terrkait turgas dan kerwernangan lermbaga 

perngawas pernerrapan prinsip syariah, dalam hal ini DPS, diterrangkan dalam perngaturran 

lain, burkan pada Urndang-Urndag Perrasurransian itur serndiri. 
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